Hukiim Acara Perdata.

Pengadilan Agama di luar Jawa — Madura berwenang mene-
tapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian-bagian hak
waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama Islam, sedang-
kan mengenai sengketa apakah rumah itu kepunyaan alm, H, Umar
Baay atau H, Abdullah Baay, sebagai sengketa mengenai hak milik,
termasuk wewenang Pengadilan Negeri,

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13—6-1979 No. 07 K/AG/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai
berikut dalam perkara :

1. Abdullah Haji Oemar Baay,

2. Jusup Baay, masing-masing bertempat tinggal di kota Ter-
nate, Daerah Maluku Utara, Propinsi Maluku, penggugat-
penggugat untuk kasasi, dahulu pembanding ;

_ melawan:
H. Shaleh H, Umar Baay, bertempat tinggal di kampung Soa-
Siu, lingkungan Ltr. C, Kecamatan Kotapraja Ternate, Kabu-

paten Maluku Utara, tergugat dalam kasasi, dahulu pemohon-
terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut temyata, bahwa se-
karang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat seka-
rang penggugat untuk kasasi sebagai pembanding di muka petsidangan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ‘Temate pada pokoknya atas
dalil-dalil : ’

bahwa almarhum Haji Umar Baay sewaktu hidupnya bersama-sama
dengan isterinya yang bernama Sitti Haji Abdul Madjid telah membeli
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sebuah rumah yang perincian mengenai letak serta batas-batasnya se-
bagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan dari almarhum Haji
Abdillah Baay ;

bahwa rumah tersebut kinj mengalami kerusakan berat Yaitu dapur
dan W.C. serta kamar mandi, dan dengan adanya kerusakan ini maka
pemohon memintakan untuk manfaatkan rumah tersebut ;

bahwa ahliwaris yang syah dari almarhum Haji Umar Baay yaitu

. Abdullah H, Umar Baay,
- An binti H. Umar Baay,
. Hasan H. Umar Baay (telah meninggal dunia),
. Haji Saleh Haji Umar Baay,
. Djena binti Haji Umar Baay,
. Sin binti Haji Umar Baay (telah meninggal dunia),
. Sofia bint; Haji Umar Baay,
. Muhammad Haji Umar Baay,
10. Sahat bintij Haji Umar Baay,
11. Djohan bintj Haji Umar Baay,
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dj atas, maka pemohon me-
nuntut kepada Pengadilay Agama/Mahkamah Syariah di Ternate agar
mengabulkan permohonan pemohon sebagaj berikut ;
1. menetapkan ahliwaris yang syah dari almarhum Haji Umar
Baay ;

2. menetapkan pembagian kepada ahliwaris atag rumah tersebut
menurut hukum Islam/Faridz : '

3. semua ahliwaris bertanggung jawab/membaya‘r ongkos perkara
yang timbu] ; ' .

CRENAMA W~

nya berbunyi sebagai berikut - .
1. Menerima permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai
berikut :

mumah tersebut di atas adalah hak milik sepenuhnya dari almar-
hum Haji Umar Baay ; .

Umar Baay atag rumah tersebut sebagai berikut :
Aslul — Masalah - 16 (enam belas),
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1. Sitti H. Abd. Madjid mendapat pusaka 1/8 bagian = 216 bagian,

2. Abdullah Haji Umar Baay mendapat 2/16 dari sisa harta,

3. An bt. Haji Umar Baay mendapat 1/16 dari sisa harta,

4, Abdullah Haji Umar Baay mendapat 2/16 dari sisa harta,

5. Hasan Haji Umar Baay mendapat 2/16 dari sisa harta,

6. Haji Saleh Haji Umar Baay mendapat 2/16 dari sisa harta,

7. Djanu binti Haji Umar Baay mendapat 1/16 dari sisa harta,

8. Sin Haji Umar Baay mendapat 1/16 dari sisa harta,

9. Safia binti Haji Umar Baay mendapat 1/16 dari sisa harta,
10, Muhamad Haji Umar Baay mendapat 2/16 dari sisa harta,
1. Sahat binti Haji Umar Baay menaapat 1/16 dari sisa harta,
12, Djuan binti Haji Umar Baay mendapat 1/16 dari sisa harta ;

2, Pemohon dan semua ahliwaris diperintahkan membayar ongkos

administrasi kepaniteraan yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp.1.500,-
(seribu lima ratus rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Abdullah
H. Umar Baay dan Jusuf Baay telah dikuatkan oleh Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah Propinsi di Ujung Pandang, dengan keputusannya

tanggal 19 April 1973 atau tanggal 15 Rabiul Awal 1393 H No. 13/
1973: : :

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada pem-
banding pada tanjgal 15 Juli 1978 dan pada tahggal 23 Juli 1978, ke-
mudian terhadapnya oleh pembanding diajukan permohonan untuk pe-
meriksaan kasasi seperti tersebut dalam memor kasasi yang diterima

di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5§ Oktober 1978
No. 1338/78/8.K./Perd. ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-
undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan -Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19
tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-
an (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksud dalam
pasal 49 (a) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada,
maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum
acara kasasi yang harus dipergunakan ; ‘

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang
No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965
harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak ber-
laku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan,
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melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-
undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-
undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara
‘kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang
No. 14 tahun 1970 ; .

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan di-
ajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau
secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemerik-
saan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah
Syariah Propinsi ;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut
mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat di-
terima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pe-
meriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadil-
an dalam lingkungan peradilan agama belum ada, akan menimbulkan
rasa ketidak-puasan dan ketidak-adilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-
undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Ne-
gara 1950 — 30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara
bagaimana soal yang mengenai jalan,pengadilan yang tidak diatur
dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan ber-
dasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26
Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap pu-
tusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam
lingkungan peradilan Agama dan dalam lingkungan peradilan Militer
kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti
jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan Utmum masing-masing dalam
melakukan jalan. pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam per-
kara perdata dan pidana ; :

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat ter-
flkhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung,
In casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi kasasi
dapat, diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pe-
ngadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi terhadap putusan-putus-
an pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama diajukan langsung -
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kepada Mahkamah Agung berhubung dengan surat Direktur Pe{nbina-
an Badan Peradilan Agama Departemen Agama, tanggal 1 Mei 1?78
No. DIV/Ed./89/78 yang ditujukan kepada Ketlfa—ketua Pengg_dxlan
Agama tingkat pertama dan Ketua-ketua Pengadilan Agama tingkat
banding di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Departemen Agama belum mengeluarkan ketentuan tentang
cara penanganan kasasi di lingkungan Badan Peradilan Agama, di-
sebabkan belum adanya undang-undang tentang kasasi untuk Badan
Peradilan Agama ;

2. Pengadilan Agama tingkat banding adalah keputusan tertinggi
bagi Peradilan Agama, sehingga pelayanan proses kasasi oleh Badan
Peradilan Agama belum dapat dilaksanakan ;

3. kepada para pencari keadilan diberikan kebebasan untuk me-
nyampaikan sendiri ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan
Agama Departemer: Agama kurang disesuaikan dengan ketentuan
dan azas pokok dar Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Ke-
hakiman No, 14 tahun 1970, Undang-undang No, 6, No. 13 tahun 1965
dan Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan dengan Peratur-
an Mahkamah Agung No. | tahun 1977, yang berhubungan tugas per-
adilan kasasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
terhadap jalannya peradilan dan terhadap perbuatan Hakim;

bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan
sebagai pemegang tunggal dari peradilan kasasi dapat memeriksa dalam
tingkatan kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Penga-
dilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, dengan demikian
pula dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama;

bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan eksklusif me-
lakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua
lingkungan pengadilan, demikian juga terhadap jalannya peradilan da-
lam lingkungan peradilan Agama, dan menjaga supaya peradilan dise-
lenggarakan dengan saksama dan sewajmya, dan untuk itu menurut
undang-undang diberikan wewenang eksklusif untuk memberikan pe-
tunjuk-petunjuk yang justitieel, petunjuk yang bersangkutan dengan
jalannya peradilan :

bahwa hal-hal tersgbut adalah sesuai dengan azas peradilan bebas,
yang telah menjadi ketentuan konstitutionil, TAP MPR (S) dan Un-
dang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ; ' '

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan
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Agama Departemen Agama tanggal 1. Mei 1978 No. DIV/Ed./89/79
dengan demikian tidaklah serasi dengan peraturan-peraturan perundang-
undangan mengenai peradilan yang bebas dan menenai kedudukan ke-
wenangan ekslusif Mahkamah Agung, serta mengenai acara kasasi yang
harus ditempuh oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradil-
an Agama dalam mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung dan karena itu tidak dibenarkan menurut hukum,
baik menusut sifat dan menurut isinya ;

Menimbang, bahwa penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi
kepada Panitera Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama yang
tidak diterima tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk
mengajukan;permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung
secara lgngsung ; '

Menimbang, bahwa meskipun sukar untuk menentukan tepat
tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi se-
bagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung
No. 1 tahun 1950, terhadap perkara-perkara Agama, namun oleh sebab
tidak dapat ditempuh acara sebagaimana semestinya disebabkan karena
hal-hal di luar kehendak dan di luar kesalahan pemohon, Mahkamah
Agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pencari keadilan
untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pe-
meriksaan kasasi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh peng-
gugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada
pokoknya jalah :

1. bahwa baik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate
maupun Pengadilan Agama Islam Tinggi Ujung Pandang telah melang-
gar Hukum Acara yang berlaku, ialah telah memeriksa dan mengadili
sesuatu permohonan di mana seharusnya tidak ada pihak-pihak yang
berlawanan (hanyalah pemohon sendiri) temyata telah memutuskan
seolah-olah ada orang lain sebagai tergugat ;

2. bahwa baik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate mau-
pun Pengadilan Agama Islam Tinggi telah melanggar hukum di dalam
memutus, karena sesuatu hal yang tidak diminta dalam posita ialah
tentang penetapan rumah itu adatah hak milik sepenuhnya almarhum
H. Umar Baay dan sekaligus telah melanggar pasal 4 ayat 1 dan'2 dari
Peraturan Pemerintah No. 45/1957 sebab untuk penetapan hak milik
sesuatu barang dan/atau tentang sah atau tidaknya sesuatii perjanjian
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termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi ter-
sebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan
sendiri yaitu bahwa Pengadilan Agama di luar Jawa — Madura ber-
wenang untuk menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan
bagian-bagian hak waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama
Islam, maka hanya petitum ke 1 dan sebagian petitum ke 2 yang dapat
diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ;

Sedangkan keputusan mengenai sengketa rumah apakah kepunya-
an almarhum H. Umar Baay ataukah Haji Abdullah Baay sebagai seng-
keta mengenai hak milik termasuk wewenang Pengadilan Negeri, se-

hingga penentuan bagian waris atas rumah sengketa belum dapat di-
putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dj atas,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi
Abdullah Haji Umar Baay dk. tersebut dapat diterima dan keputusan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Ujung Pandang yang
menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate
harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara ini yang amamya berbunyi seperti yvang akan disebutkan di-
bawah inj :

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/pemohon adalah pihak
yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang
jatuh dalam tingkat pertama dan tingka[ banding, maupun yang jatuh
dalam tingkat kasasi ; : _

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,

Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun
1950 ; :

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk
kasasi : 1, Abdullah H, Umar Baay dan 2. Jusuf Baay tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
Propinsi di Ujung Pandang.tanggal 19 April 1973 atau tanggal 15
Rabiul Awal 1393 H No. 13/1973 yang menguatkan keputusan Pe-
ngadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate tanggal 19 Januar 1970
atau tanggal 11 Zulqaedah 1389 H No. 11/1970 ;
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Dan dengan mengadili sendiri :
Menerima permohonan pemohon untuk sebagian ;
Menyatakan bahwa :
1. Sitti H. Abdul Madjid,
2. Abdullah Haji Umar Baay,
3. An binti Haji- Umar Baay,
4, Abdullah Haji Umar Baay,
5. Hasan Haji Umar Baay,
6. H. Saleh H, Umar Baay,
7. Djena binti Haji Umar Baay,
8. Sin Haji Umar Baay,
9. Sofia binti Haji Umar Baay,
10. Muhammad Haji Umar Baay,
11, Sahat binti Haji Umar Baay,
12, Djuan binti Haji Umar Baay, adalah ahli waris dari almarhum Haji
Umar Baay ;

Menyatakan untuk permohonan selebihnya Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menghukum tergugat dalam kasasi/pemohon untuk membayar
semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan ting-
kat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya per-
kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 630,— (enam ra-
tus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 1979 dengan Prof. Oemar Seno
Adji SH, sebagai Ketua, BRM, Hanindyopoetro Sosropranoto SH dan
R. Poerwoto Soehadi Gandascebrata SH, sebagai Hakim-hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua ter-
sebut dengan dihadiri oleh BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH dan
R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Hakim-hakim Anggota dan
T.S. Aslamiah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak,
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